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ABSTRAK 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pembiayaan 

pembangunan daerah yang berperan dalam mendukung kemandirian fiskal 

pemerintah daerah. Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu daerah dengan PAD 

terbesar di Indonesia dituntut untuk mengelola PAD secara efektif, transparan, dan 

berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis 

implementasi kebijakan pengelolaan PAD di Provinsi Jawa Timur serta 

kesesuaiannya dengan perspektif kebijakan publik Islam. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian 

terdiri atas pejabat BAPENDA Provinsi Jawa Timur dan akademisi kebijakan publik 

Islam. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan 

PAD di Provinsi Jawa Timur telah berjalan cukup baik. Hingga Semester I Tahun 

2025, realisasi PAD mencapai Rp8,57 triliun atau 50,14% dari target Rp17,10 triliun, 

dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah. Pengelolaan PAD didukung oleh 

koordinasi kelembagaan, sistem MONIPAD, serta strategi intensifikasi dan 

ekstensifikasi pajak. Dalam perspektif kebijakan publik Islam, pengelolaan PAD telah 

mencerminkan prinsip kemaslahatan, amanah, transparansi, dan efisiensi melalui 

pemanfaatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan PAD di Provinsi Jawa Timur 

telah menunjukkan kinerja yang relatif baik dan sejalan dengan sebagian besar prinsip 

kebijakan publik Islam. Namun, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan 

pemerataan pembangunan, memperkuat integritas pengelolaan anggaran, serta 

mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan guna 

mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial secara lebih merata. 

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kebijakan Publik, Kebijakan Publik 

Islam, Kemaslahatan, Transparansi, Keadilan. 
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ABSTRACT 

 

Local Own-Source Revenue (PAD) is the primary source of funding for 

regional development and plays a role in supporting the fiscal autonomy of local 

governments. As one of the regions with the highest PAD in Indonesia, East Java 

Province is required to manage its PAD effectively, transparently, and with a focus on 

public welfare. This study aims to analyze the implementation of PAD management 

policies in East Java Province and their alignment with the Islamic public policy 

perspective. 

 This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data 

were collected through interviews, observations, and documentation. Informants 

included officials from the East Java Provincial Revenue Agency (BAPENDA) and 

scholars of Islamic public policy. Data analysis involved data reduction, data 

presentation, and drawing conclusions, with validity testing conducted using source 

triangulation. 

The results indicate that the implementation of local revenue management 

policies in East Java Province has proceeded fairly well. As of the first semester of 

2025, local revenue realization reached Rp8.57 trillion, or 50.14% of the target of 

Rp17.10 trillion, with the largest contribution coming from local taxes. PAD 

management is supported by institutional coordination, the MONIPAD system, and 

tax intensification and extensification strategies. From an Islamic public policy 

perspective, PAD management has reflected the principles of public interest, 

trustworthiness, transparency, and efficiency through the allocation of funds for 

infrastructure development and public services. 

This study concludes that the management of Local Own-Source Revenue 

(PAD) in East Java Province has demonstrated relatively good performance and is in 

line with most principles of Islamic public policy. However, local governments still 

need to improve the equitable distribution of development, strengthen the integrity of 

budget management, and optimize public participation in policy oversight in order to 

achieve public welfare and social justice more equitably. 

Keywords: Local Revenue (PAD), Public Policy, Islamic Public Policy, Public 

Welfare, Transparency, Justice. 
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